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KUHP DALAM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PASAL HUKUMAN 

MATI DALAM RUU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

 

FAHLEVI 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini memiliki fokus terhadap dinamika penyusunan dan pembahasan RUU 

KUHP di DPR pada periode 2014-2019 dan juga untuk melihat partisipasi Aliansi 

Nasional Reformasi KUHP dalam proses penyusunan dan pembahasan pasal 

hukuman mati dalam RUU KUHP. Penulis juga mengidentifikasi seberapa besar 

partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-undang. Partisipasi masyarakat 

ini salah satunya dapat dilihat dari peran Aliansi sebagai koalisi dan perwakilan 

masyarakat, yang membantu memberikan pendapat dan rekomendasi dalam proses 

penyusunan dan pembahasan pasal hukuman mati dalam RUU KUHP. Adapun 

penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif dan observasi, dengan 

sumber data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen kebijakan, laporan sidang 

Panitia Kerja DPR, dokumen advokasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan 

berbagai dokemen kunci yang dapat memperkuat tulisan ini. Lebih lanjut, tujuan 

penelitian ini untuk melihat permasalahan yang terjadi dalam proses penyusunan 

dan pembahasan masuknya pasal hukuman mati dalam RKUHP, serta perdebatan 

pro dan kontra didalamnya. Lebih jauh, penulis memiliki temuan terkait perbedaan 

persfektif antara pemerintah dan Koalisi masyarakat sipil terkait hukuman mati.  

serta adanya keterlibatan Organisasi Internasional secara tidak langsung dalam 

pembahasan RUU KUHP. 

Kata Kunci: Ilmu Politik, Ilmu Kebijakan, Kebijakan Publik, Masyarakat, LSM, 

Koalisi LSM, Hukuman Mati, Lembaga Donor. 
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Community Participation in the Establishment of Laws: A Case 

Study of the Role of the National Alliance of Criminal Code 

Reform in the Preparation and Discussion of Articles of Death 

Penalty in the Bill of the Criminal Code 

 

Fahlevi 

ABSTRACT 

 

This study focuses on the dynamics of the drafting and discussion of the Criminal 

Code Bill in the period 2014-2019 and also to see the participation of the National 

Alliance of Reform of the Criminal Code in the process of drafting and discussing 

the article of the death penalty in the Criminal Code Draft. The author also identifies 

how much public participation in the formation of the Act. This community 

participation is one of them can be seen from the role of the Alliance as a coalition 

and representatives of the community, which helps provide opinions and 

recommendations in the process of drafting and discussing the article of capital 

punishment in the RUU KUHP. The research uses descriptive-qualitative and 

observation methods, with data sources obtained through policy documents, reports 

of DPR Working Committee meetings, advocacy documents of the National 

Alliance for Reform of the Criminal Code and various key documents that can 

strengthen this paper. Furthermore, the purpose of this study is to see the problems 

that occur in the process of formulating and discussing the entry of the death penalty 

article in the RKUHP, as well as the debate of the pros and cons inside. 

Furthermore, the authors have findings regarding the differences of perspectives 

between government and civil society Coalition on the death penalty. as well as the 

involvement of International Organizations indirectly in the discussion of the 

Criminal Code Bill. 

Keywords: Political Science, Policy Science, Public Policy, Society, NGO, NGO 

Coalition, Death Penalty, Funding Agency.  
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